LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR - 14 TAHUN 2004 SERT: E NOMOR ¢ i2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 10 TAHUN 2004

TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,

Menimbang  © a bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan

Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001  fenfang
Pedoman Umum Pengatuwran Mengenai Desa
maka perlu mengatur kembali tentang Tata Cara
Pencalonan,  Pemilihan,  Pelantikan dan

emberhentian Perangkat Desa ;







Mengingat

_ pahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Daersh  fentang Tata Caa
Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian

Perangkat Desa.

. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentulan Dasrah-daerah Fabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tshun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang
Nomor 13 Tahun 1950 ;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839) ;

 Perghuran Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000

tentang  Fewenangan  Pemerintah  dan
Fewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
{Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 34,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952} ;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001

tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai
Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomwor
142, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4155);






Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999
tentang  Teknik  Penyusunan  Peraturan
Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70} ;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48
Tahun 2002 teatang Teknik Penyusunan
Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa |

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomu

Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman
Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Dipilih
menjadi Fepala Desa atau DipilivDiangkat
Menjadi Perangkat Desa ;

. Keputusan Dewsn Perwakilan Rakyat Dasrah
Kabupaten Eebumen Nomor 75/EFPTS-
DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib
Dewan Perwsakilan Rakyat Daerah Eabupaten
Febumen.






Dengan persetujuan

DEWAN PERWAFILAN RAEYAT DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

W) Menetapkan  :© PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN
KEBUMEN TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PENGANGEATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGK.AT DESA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, vang dimaksud dengan
\.  Daersh adalash Eabupaten Febumen

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Bupati adalah Bupati Kebumen.

oW ra

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kebumen.

LA

Camat adalsh Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di
tingkat Fecamatan dalam Fabupaten Kebumen.






FETR

il

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum vang memiliki kewenangan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat getempat
berdasarkan aeal-usul dan adat—istiadat setempat yang diakui dalam
sistem Pemm’iumlmnNmimml dan berada di Daerah

Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan
oleh Pemenintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.

RBadan Perwakilan Desa yang selanjuinya disebut BPD adalah
Lembaga Legistasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan
Desa, Anggaan Pendapatan dan Belanja Desa dan Fepuiusan Fepaia
Dera

Pomerintah Desa adalah ¥.epala Desa dan Perangkat Desa.

Fepala Desa adalah Pumpinan Pemerintzh Desa di Kabupaten
Febumen.

Peranghkaf Desa adalah uasw Pemerintah Desa yang terdirt dart
Sekretaris Desa, Fepala Urusan, Fepala Dusun dan Pembantu Fepala
Urusan serta Unsur Pelaksana Teknis Lapangan.

Panitia Pengistan Perangkat Desa adalah kelompok orang yang
ditunjuk untok melaksanakan penjaringan dan penyaringan {alon
Perangkat Desa, di tingkat desa Jigebut Panitia Pelaksana Pengisian
perangkat Desa dan di Tingkat Kabupaten disebut Panitia Pengarah

dan Pengawas Pengisian Perangkat Desa.

=

13. Pewyabat Perangkat Desa adalah seorang Perangkat Desa yang diangkat

oleh Fepala Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat

Desg terienin dalam korun wakdn tertemu






14. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana

Pengisian Perangkat Desa untuk mendapatkan Bakal Calon yang

memenuhi syaral.
15. Penvaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana
Pengisian Perangkat Desa terhadap Bakal Calon melalus ujian.

BAB I
PERSYARATAN PERANGEKAT DESA

Pasal 2

(1) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah Warga Negara

Indonesia dengan syarat-syarat :

a.

b.

C.

bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 ;

tidak pernah terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam
kegiatan yang menghianati Pancasila dan UUD 1945 seperti G 30
S/PKI atau kegiatan organisasi terlarang lainnya ;

terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut yang di buktikan
dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

berdomisili di wilayah kerjanya bagi Calon Fepala Dusun |
berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjuian Tingkat

Pertama |






(2]

g tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan
Pengadilan yang mempunyai kekutan hukum yang tetap ;

h. berumur sekurang-kurangnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 45
taliun ;

i. sechat jasmani dan rohami di buktikan dengan Surat Feterangan
Dokter ;

i tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ;

k. pada saat pencalonan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan
Kepala Desa sampai dengan derajat petama, termasuk ayah
- mertua, menantu dan hubungan periparan ;

1. mengenal daerahnya dan di kenal oleh masyarakat di desa
setempat.

Bagi Calon Perangkat Desa dari PNS/TNI/POLRI yang diangkat
menjadi tidak kehilangan haknya sebagai PNS/TNIPOLRI, juga harus
memiliki surat izin dart atasan atau pejabat vang berwenang.






H
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(1)

2)

BAB IIT .
MEKANISME DAN BIAYA
PENGISIAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

Pengisian Perangkat Desa ditempuh melalui pengengkatan setelah
dilakukan penjaringan dan penyaringan oleh Panitia Pelaksana
Pengisian Perangkat Desa.

Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari umsur Perangkat
Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat
dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengangkatan Perangkat
Desa, Bupali membentuk Panitia Pengarah dan Pengawas Pengisian
Perangkat Desa.

Pasal 4

Pencalonan Perangkat Desa diajukan oleh Bakal Calon secara tertulis
kepada Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa dengan
dilengkapi persyaratan yang di tentukan sebagaimana tersebut pada
Pasal 2.

Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa menetapkan Bakal Calon

dengan memperhatikan kelengkapan persyaratan.






{(3) Penentuan Calon Perangkat Desa dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana
Pengisian Perangkat Desa melalut ujian penyaringan.

(4) Panitia Pelaksana Peugisian Perangkat Desa menyampaikan hasil
ujian Penyaringan kepada Kepala Desa dan BPD.

' Pasal §

(1) Besarnya biaya pengisian Perangkat Desa ditetapkan dengan
Peraturan Desa atas usul Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa.

(2) Biaya pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
dibebankan pada APBDes, swadaya masyarakat dan dana lainnya

yang sah.

BABIV
PENETAPAN PERANGKAT DESA

Pasal
{1) Calon Perangkat Desa yang mempercleh nilai tertinggi dari hasil ujian
penyaringan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sebagai
Perangkat Desa setelah mendapat persetujuan BPD.






@)

(3)

Perangkat Desa sebelum memangku jabatannya mengucapkan
sumpah/janji menurut agamanya dan dilantik oleh Kepala Dega.

Susunan kata-kata sumpal/janji  dimaksud adalah sebagai berikut
“Demi Allah (Tuhan), sava bersumpab/berjanji bahwa saya akan
memenuhi kewajtban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-
batknya, sepyur-jujurnya dan seadil-adiinya, bahwa saya akan selalu
taaf dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai
Dasar Negara dan bahwa =ava akan menegakkan kehidupan
Demolaasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Fonstitusi
Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi

Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia™

BABY
MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

Masa Jabatan Perangkat Desa alan berakhir sampai dengan usia 60 {enam

puluh) tabun

BAB VI
REWAJIBAN DAN LARANGAN PERANGEKAT DESA






Pasal 8

(1) Perangkat Desa wajib membantu Kepala Desa sesuai tugas dan
kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Perangkat Desa harus
bersikap netral, tanpa memandang suku, agama, golongan dan politik
serta bertindak adil dan tidak mempersulit dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat.

(3) Perangkat Desa wajib mentaati peraturan perundang-undangan vang
berlaku.

Pazal 9

Perangkai Desa dilarang

a. Melakukan kegiatan-kegiatan vang merugikan kepentingan Negara,
Pemerintal, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat, atau
melalatkan tugas vang menjadt kewajibannya,

b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan vang berlaku dan atan bertentangan dengan norma-norma
yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, setta
melakukan perbuatan lain yvang dapat menghilangkan kepercavaan
masyarakat terhadap tugasnya sebagai Perangkat Desa






—

BAB VII

TINDAKAN PENYIDIKAN
TERHADAP PERANGKAT DESA .

Pasal 10

(1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa dilaporkan kepada
Eepala Desa.

{2) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaporkan oleh
Penyidik Polri atau Jaksa kepada Kepala Desa selambat-lambatnya
dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat ) jam.

BAB VII1
PEMBERHENTIAN SEMENTARA
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 11

Perangkat Desa vang melalaitkan tugasnva sehingga merugikan Negara,
Daerah dan Desa atau melakukan perbuatan melawan hukum, dan atan
norma-norma vang hidup dan berkembang, dikenakan tindakan
administratif berupa teguran, pemberhentian sementara atau pemberhentian

sesual dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku.






(1)

(2)

(1)

(2)

(3

Pasal 12

Terhadap Perangkat Desa vang melalaikan tugasnya sebagaimana
dimaksud Pasal 11, Eepala Desa menyampaikan teguran pertama,
kedua dan ketiga secara tertulis.

Apabila teguran ketiga diabaikan, maka Kepala Desa dengan
persetjuan Badan Perwakilan Desa dapat memberhentikan yang
berzangkutan dari jabatannya.

Pazal I3

Perangkat Desa yang dinyatakan sebagai tersangka oleh Penyidik
dalam suatu tindak pidana, diberhentikan sementara dengan
Feputusan Kepala Desa.

Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka
pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Penjabat Perangkat Desa
yang diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.

Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak
terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Kepala Desa
mencabut Feputusan FKepala Desa tentang pemberhentian sementara

dan merehabilitasi nama baik yang bersangkutan.






(4) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan,
Perangkat Desa yang bersangkutan diberhentikan.

Paszal 14

Perangkat Desa diberhentikan oleh ¥epala Desa afas persetujuan BPD,

karena :

a  mengajulan permohonan berhenti

b. meninggal dunia

c. berskhir mass jabaten.

d. tidak fagi memenuhi syaraf dan atau melanggar sumpal/] janii.

e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang
dalam masyarakat desa.

BABIX
PENGANGKATAN PENJABAT PERANGEKAT DESA

Pasal 15
(1} Pengangkatan Penjabat Perangkat Desa dari salah seorang Perangkat
Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan
BPD.






(2) Masa jabatan Penjabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), selama-lamanya 1 (satu) tahun.

(3) Tugas dan kewajiban Penjabat Perangkat Desa adalah sama dengan
tugas dan kewajiban Peranglcat Desa

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

Anggota Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa sebagaimana
dimaksud Pasal 3 atau siapapun juga vang terbukti melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan yang berlaku dalam proses pengisian Perangkat Desa
untuk kepentingan pribadi atau golongau, diancam dengan pidana kurungan
paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000 - (lima
juta rupiah). |

BAB X1
KETENTUAN PERALIHAN



(X s




Pasal 17
Perangkat Desa yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerab i
dianggap telah diangkat sebagai Perangkat Desa berdasarkan Peraturan

Daerah mi.
BAR XII
EETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih

lanjut oleh Bupati sepanjang mengenat pelaksanaannya.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Perafuran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.






Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lewbaran Dasrah.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 17-3-2004

BUPATI KEBUMEN,
t.t.d

RUSTRININGSIH

HEUROSO, SH
Pembina Utama Muda
WNIP. 110 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2094
NOMOR 14






